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Lampiran 5. Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

X}  [saman]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan
nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk
menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai
perwujudan sistem k 8 yang d kratis dan
berintegritas demi jamin } i i dan kep
hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;

c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya
suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil;
Bagian Kesatu
Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan
Pasangan Calon
Paragraf 1

Tata Cara Penentuan Pasangan Calon

Pasal 221

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dahm
1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan
perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen)
dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR
sebelumnya.
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Lampiran 6. Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX11/2024

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXI1/2024
Tentang
Ambang Batas Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Presidential
Threshold)
Pemohon : Enika Maya Oktavia, dkk

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU 17/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara : Pasal 222 UU 17/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945.

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Tanggal Putusan : Kamis, 2 Januari 2025.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum sebelumnya dan saat ini merupakan
mahasiswa aktif yang merasa norma Pasal 222 UU 7/2017 merugikan hak konstitusional para
Pemohon sebagai pemilih karena telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon
presiden potensial yang lebih beragam ke dalam pemilihan.

Bahwa terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para
Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in
casu Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, para Pemohon telah
dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan dianggap dirugikan dengan
berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak
konstitusional para Pemohon tersebut bersifat aktual dan spesifik yang disebabkan karena
hak konstitusional para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dibatasi oleh norma Pasal 222 UU 7/2017 yaitu terbatasnya alternatif pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan kepada para Pemohon sebagai pemilih yang
tercatat dalam DPT pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam hal ini,
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para Pemohon telah dapat menunjukan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara
anggapan kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU
7/2017. Terlebih, hak memilih dan hak dipilih (night to vote and right to be candidate) adalah
salah satu hak konstitusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, in
casu terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan
bagi panai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Terlebih lagi, secara faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir
terdapat dominasi beberapa partai politk dalam pengusulan pasangan calon presiden dan
wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan pemilih sehingga membatasi hak
konstitusional pemilih. Hal tersebut yang mendasari Mahkamah untuk mempertimbangkan
pendiriannya kembali dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan a
quo jika dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu,
apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak
konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian,
terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian,
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon memiliki
kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa meskipun substansi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah sama, yaitu
ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden
(presidential threshold) serta terdapat dasar pengujian yang sama pula, yaitu menggunakan
dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan a quo
dibandingkan dengan alasan permohonan-permohonan sebelumnya. Alasan permohonan
pada putusan-putusan sebelumnya, apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah, pada
pokoknya terdiri atas: (i) alasan permohonan yang menginginkan adanya calon presiden dan
wakil presiden independen; (ii) alasan permohonan yang menginginkan kesempatan yang
sama bagi setiap partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil
presiden; (iii) alasan permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu serentak; (iv)
alasan permohonan yang tidak menginginkan pasangan calon presiden dan wakil presiden
tunggal: (v) alasan permohonan yang menyetujui adanya presidential threshold namun
mempersoalkan besaran angka persentase dalam presidential threshold tersebut. Adapun
alasan permohonan a quo pada pokoknya mengemukakan pemberlakuan ambang batas
minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential
threshold) yang telah melewati batasan open legal policy yaitu telah melanggar moralitas,
rasionalitas, dan ketidakadilan intolerable serta membuat pantai-panai kecil menjadi sulit untuk
mewujudkan aspirasi secara langsung dalam pemilihan presiden meskipun memiliki kader-
kader berkualitas. Ketentuan ambang batas pencalonan, secara struktural telah menyebabkan
eksklusifitas pencalonan dan mengalienasi pemilih dari pesta demokrasi itu sendiri. Selain itu,
menurut para Pemohon dalam permohonan a quo ambang batas minimal persentase
pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tidak
dikehendaki oleh perumus konstitusi dan tidak memiliki landasan akademik yang kuat karena
pemilu telah dilaksanakan secara serentak. Dengan bentangan fakta tersebut, menurut
Mahkamah, permohonan & quo berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya.
Terlebih, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan a quo dengan petitum pada
permohonan-permohonan sebelumnya. Pada permohonan a quo, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, terlepas
terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a
quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan
kembali.

Bahwa pengaturan presidential threshold dimulai sejak penyelenggaraan pemilu
presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dimulai pada tahun 2004.
Dalam hal ini, presidential threshold pemah diatur dalam UU 23/2003, UU 42/2008, dan yang
berlaku saat ini UU 7/2017. Namun demikian, untuk memahami presidential threshold tidak
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dapat dilepaskan dari alasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 dalam upaya mempertahankan
dan memurnikan sistem presidensial. Dalam hal ini maksud dari perumus (“original intent”)
Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 yang berdasarkan penelusuran secara saksama
risalah pembahasan perubahan, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, terdapat keinginan mayoritas pengubah UUD NRI Tahun 1945 untuk mengubah
sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan
presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat tanpa perantara lembaga apapun.
Dalam hal ini, rakyat memilih presiden dan wakil presiden dalam 1 (satu) paket pasangan
calon secara langsung.

Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu. Namun, tidak terdapat penjelasan perihal maksud dari
pantai politik peserta pemilu tersebut. Terlebih, tidak terdapat pandangan atau pendapat yang
menyatakan partai politik peserta pemilu dimaksud merupakan partai politik peserta pemilu
periode sebelumnya atau periode sebelum penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil
presiden.

Ketiga, tidak permah terdapat pembahasan tentang ambang batas minimal persentase
pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), baik jumiah
kursi di DPR maupun suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebagai syarat yang
harus dipenuhi oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat
mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Satu-satunya ketentuan
pembatasan yang dibahas dan disepakati dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah
syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden, yaitu sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal
6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Keempat, delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang hanya terkait dengan tata
cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan terkait dengan syarat
pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik ataupun gabungan partai politik
peserta pemilu.

Kelima, berbeda dengan persyaratan personal calon presiden dan wakil presiden
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memang diserahkan
kepada pembentuk undang-undang untuk diatur dengan undang-undang agar dapat mengikuti
perkembangan zaman.

Bahwa berkenaan dengan pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang in
casu UU 23/2003 merupakan usul inisiatif pemerintah. Alasan pemerintah mengusulkan
penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah adanya pemaknaan
psikologis bahwa dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden seyogyanya adalah
dukungan yang signifikan dan berindikasikan basis kekuatan rakyat yaitu pada partai-partai
yang memang dipilih atau yang diinginkan oleh rakyat. Oleh karenanya, proyeksi dukungan
dengan angka 20% basis kekuatan merupakan hal yang cukup wajar, sehingga diproyeksikan
akan terdapat sekitar 5 (lima) pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, juga mengingat syarat yang begitu ketat untuk terpilih
sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 6A ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945, maka menurut pemerintah akan sangat sulit dan tidak efisien apabila
tidak dilakukan sama sekali persyaratan dukungan calon. Selanjutnya, ambang batas minimal
persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pembentukan UU 7/2017. Pada isu tersebut,
fraksi-fraksi di DPR terbelah menjadi 2 (dua) kubu. Kubu pertama menginginkan agar ambang
batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden
(presidential threshold) dihapus, yakni Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura, dan Panai
Gerindra. Sedangkan, PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, dan PKB
mengusulkan agar ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden
dan wakil presiden (presidential threshold) tetap ada. Namun demikian, pada akhirnya yang
disepakati dalam UU 7/2017 sesuai dengan draft pemerintah, yakni 20% dari jumlah kursi di
DPR atau 25% suara hasil pemilu nasional.
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Bahwa selanjutnya pengaturan presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah
diuji dan dinilai konstitusionalitasnya sebanyak 33 kali oleh Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, presidential threshold yang termaktub dalam Pasal 9 UU 42/2008 melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009
telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena merupakan
kebijakan yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun
1945 yang sifatnya terbuka. Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X1/2013 Mahkamah
kembali menegaskan norma Pasal 9 UU 42/2008 merupakan kebijakan hukum terbuka atau
delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan oleh pembentuk undang-undang atau
open legal policy. Pada pengujian Pasal 222 UU 7/2017, pendirian yang sama ditegaskan
kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018
dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya.

Bahwa oleh karena praktik sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang juga
menggunakan sistem multipartai, penting pula bagi Mahkamah untuk memahami praktik
beberapa negara yang juga menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan
multipartai seperti di Amerika Serikat, Brazil, Kirgistan, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Uruguay.
Setelah mempelajari sistem presidensial di negara-negara tersebut ditemukan fakta meskipun
negara-negara tersebut menganut sistem presidensial dengan multipartai namun tidak
ditemukan adanya penggunaan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan
calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Ambang batas yang digunakan
hanya untuk syarat minimum keterpilihan pasangan calon, yang di Indonesia diatur dalam
Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, yang berkaitan dengan persyaratan
calon tidak berkaitan dengan besaran persentase minimal yang harus dipenuhi untuk
mengajukan calon namun terbatas pada persyaratan personal calon presiden, misalnya
mengenai kewarganegaraan, persyaratan domisili atau persyaratan personal lainnya yang di
Indonesia telah ditentukan dan didelegasikan oleh Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini
semakin menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalon presiden merupakan aturan
tambahan yang didasarkan atas tafsir pembentuk undang-undang sesuai dengan
pertimbangan politik yang disepakati bersama DPR dan Pemerintah.

Bahwa setelah membaca alasan permohonan para Pemohon dan mencermati
perkembangan sejak berlakunya norma berkenaan dengan ambang batas minimal persentase
pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), yang
terakhir diatur dalam norma Pasal 222 UU 7/2017, persoalan yang harus dipertimbangkan
Mahkamah: apakah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian
sebelumnya dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 di mana
Mahkamah berpendirian bahwa ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan
calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) merupakan suatu legal policy
pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah telah
berpendirian bahwa legal policy pembentuk undang-undang tidak dapat dinilai atau diuji
konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas,
rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik dan
kedaulatan rakyat, melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan merupakan
penyalahgunaan kewenangan, sera nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
lhwal ini, apabila dikaitkan dengan permohonan a quo, meskipun materi ambang batas
minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential
threshold) pemah diatur dalam UU 23/2003, UU 42/2008, dan saat ini diatur dalam UU 7/2017,
serta terdapat pula sejumlah putusan Mahkamah yang menyatakan ambang batas tersebut
adalah konstitusional, secara faktual keberadaan ambang batas tersebut tetap menjadi salah
satu isu sentral dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden yang tidak perah
berhenti dipersoalkan, baik oleh partai politik, pemilih, politisi, maupun kelompok masyarakat
yang concern atas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tercatat terdapat 33 putusan
Mahkamah yang telah menguji dan menilai konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017,
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sehingga dalam batas-batas tertentu, fakta tersebut dapat dimaknai sebagai gambaran
aspirasi pemilih, organisasi masyarakat, politisi, dan pantai politik yang secara gigih dan terus-
menerus mempersoalkan dan menguiji keabsahan konstitusionalitas ambang batas minimal
persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Artinya, terhadap persoalan
ambang batas tersebut, jika terdapat salah satu dari alasan untuk mengecualikan dimaksud,
Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak
bergeser dari pendirian sebelumnya.

Bahwa secara tekstual, dengan membaca secara saksama norma Pasal 6A ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa frasa yang relevan dengan permohonan a quo, yaitu
frasa "diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”, dan
frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum®. Berkenaan dengan frasa “diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum®, dalam pembahasan perubahan
UUD NRI Tahun 1945, tidak pernah dibahas mengenai keharusan bagi parai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden
dan wakil presiden harus memenuhi persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota
DPR. Oleh karena tidak pernah ada pembahasan berkenaan dengan kemungkinan adanya

se dimaksud, maka dapat dipastikan tidak ada kesepakatan ihwal ambang batas
dimaksud. Terlebih, dalam risalah pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 terdapat
fakta penyebutan “partai politik atau gabungan partai politik™ adalah untuk mengantisipasi
munculnya calon independen atau perseorangan [vide Risalah Rapat BP MPR, Buku Kedua,
2001, him. 342]. Artinya, menurut Mahkamah, frasa “partai politik atau gabungan partai politik™
dapat dinilai sebagai "jalan tengah” antara keinginan membolehkan perseorangan menjadi
calon presiden atau wakil presiden dengan keinginan pasangan calon presiden dan wakil
presiden hanya diusulkan oleh partai politik peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilu anggota DPR. Dengan demikian, n pasangan calon presiden dan wakil
presiden mesti dipahami, dimaknai, dan diposi sebagai hak konstitusional (constitutional
rights) dari pantai politik peserta pemilu. Selain itu, dalam risalah pembahasan perubahan UUD
NRI Tahun 1945 juga tidak ditemukan pembahasan apakah sesungguhnya yang dimaksud
dengan “partai politik peserta pemilu”. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah perubahan
UUD NRI Tahun 1945, maksud dari partai politik peserta pemilu diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU
12/2003). Dalam hal ini, Pasal 1 angka 10 UU 12/2003 menyatakan, “Partai Politik Peserta
Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu".
Terakhir, ketentuan yang masih berlaku saat ini, yaitu Pasal 1 angka 29 UU 7/2017
menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politk yang telah memenuhi
persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota
DPRD kabupaten/kota”. Dengan pengertian dimaksud, dapat dipahami, pilihan menggunakan
penyebutan panai politik peserta pemilu adalah untuk membedakan dengan partai politik yang
tidak menjadi peserta pemilu. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “sebelum pelaksanaan
pemilihan umum®, dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, tidak ditemukan
pembahasan berkenaan dengan frasa "sebelum pelaksanaan pemilihan umum®”. Oleh karena
tidak pemah ada pembahasan berkenaan dengan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan
umum®, maka dapat dikatakan tidak terdapat substansi yang menjelaskan ihwal frasa
dimaksud. Terlebih, dalam pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sama sekali
tidak ditemukan makna frasa dimaksud sebagai hasil pemilu anggota DPR periode
sebelumnya.

Bahwa apabila kedua frasa tersebut di atas dikaitkan dengan rasionalitas ambang batas
minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential
threshold) serta penggunaan hasil pemilu anggota DPR sebagai bagian dari upaya
memperkuat sistem pemerintahan presidensial adalah argumentasi yang terbuka untuk
ditelaah atau ditinjau kembali oleh Mahkamah. Terlebih, dengan adanya fakta terbaru, yaitu
pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilu anggota DPR.
Dengan fakta tersebut, hasil perolehan suara anggota DPR akan bersamaan dengan hasil
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pemilu presiden dan wakil presiden. Demikian juga jika menggunakan hasil pemilu anggota
DPR sebelumnya sebagai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon
presiden dan wakil presiden (presidential threshold), maka persoalan yang muncul adalah
bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta pemilu anggota DPR sebelumnya tetap
mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian
jumiah kursi atau suara sah secara nasional pada pemilu periode yang bersangkutan atau
saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Persoalan berkutnya, bagaimana jika jumlah kursi
atau suara sah secara nasional yang diraih dalam masa pemilu yang bersangkutan atau saat
penyelenggaraan pemilu berlangsung lebih rendah dibandingkan hasil pemilu sebelumnya
atau bagaimana jika terdapat fakta partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden
dan wakil presiden yang menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya
ternyata tidak memperoleh kursi di DPR pada pemilu periode yang bersangkutan atau saat
penyelenggaraan pemilu berlangsung. Bahkan, dalam batas penalaran yang wajar, dengan
menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya terbuka kemungkinan panai
politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mampu lagi menjadi
peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu
berlangsung. Semua persoalan tersebut berpeluang terjadi karena dinamika politik dari satu
periode pemilu ke pemilu periode berikutnya dapat berubah secara drastis. Sehingga, sulit
mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai dasar untuk
mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada perode yang bersangkutan
atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Artinya, secara sederhana, misainya apabila
diletakkan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2029, bagaimana mempertahankan
rasionalitas hasil pemilu anggota DPR 2024 tetap valid digunakan untuk mengusulkan
pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2029. Terlebih, secara faktual,
keberadaan norma ambang batas minimal persenta lan pasangan calon presiden
dan wakil presiden (presidential threshold) telah temyata tidak terkait langsung dengan upaya
melakukan penyederhanaan jumiah partai politik peserta pemilu.

Bahwa lebih lanjut, dengan merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau
gabungan partai politk peserta pemilu merupakan hak konstitusional parai politik
bersangkutan. Dalam konteks itu, gagasan penyederhanaan partai politik dengan
menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan
hak partai politik atau gabungan partai politk untuk mengusulkan pasangan calon presiden
dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan. Selain itu, dengan menggunakan hasil
pemilu anggota DPR sebelumnya, disadari atau tidak, partai politik baru yang dinyatakan lolos
sebagai pesera pemilu serta-merta kehilangan hak konstitusional (constitutional rights) untuk
mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan fakta hukum
tersebut, apabila dibaca secara saksama frasa “perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah
secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU 7/2017, dalam
batas penalaran yang wajar, frasa dimaksud menutup dan menghilangkan hak konstitusional
partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau
persentase jumiah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon
presiden dan wakil presiden.

Bahwa terlepas dari penerapan angka ambang batas minimal persentase pengusulan
pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang terbukti tidak efektif
menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu, menurut Mahkamah, penetapan
besaran atau persentase ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang
jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami Mahkamah, penentuan
besaran atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar atau setidak-
tidaknya memberi keuntungan bagi partai politk peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.
Dalam konteks itu, sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang
batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan (confiict of interest).
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Bahwa apabila diletakkan dalam substansi/materi perumusan Pasal 6A UUD NRI Tahun
1945, disadari atau tidak, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon
presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berpotensi mengabaikan spirit
constitutional engineering yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
secara implisit membuka ruang agar calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 (dua)
pasangan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, semangat Pasal 6A ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 adalah untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang mencerminkan dan
sekaligus merepresentasikan fakta kebhinekaan Indonesia. Tidak hanya itu, kecenderungan
tersebut akan mengarah pada hilangnya hak politik dan kedaulatan rakyat karena hak memilih
dalam pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak
alternatif pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditawarkan kepada pemilih.
Oleh karena itu, Mahkamah perlu menempatkan dan sekaligus memberikan prioritas pada
jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara (pemilih) untuk mendapatkan calon
presiden dan wakil presiden yang lebih beragam melalui kontestasi yang fair dan terbuka yang
diusulkan oleh partai politk atau gabungan parai politk peserta pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pelindung hak
konstitusional warga negara, bagi Mahkamah, pemenuhan hak politik warga negara, in casu
hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) jauh lebih
penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politk dalam rangka
menopang penguatan sistem presidensial. Pemenuhan tersebut menjadi kewajiban bagi
Mahkamah dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara. Tidak hanya itu,
penyediaan alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam dapat
dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks itu, segala pengaturan yang
menghalangi rakyat untuk memenuhi hak politik termasuk hak untuk mendapatkan pasangan
calon presiden dan wakil presiden yang beragam, hal demikian dapat dinilai tidak sejalan
dengan upaya pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, dengan terus mempertahankan ketentuan ambang batas minimal
persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca
kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden
hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu
presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan, dengan hanya 2 (dua) pasangan
calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi (masyarakat
yang terbelah) yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebhinekaan
Indonesia. Bahkan, jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan
pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan
demikian, paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu
ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak
kosong. Artinya, membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase
pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 berpeluang atau berpotensi terhalangnya
pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan
menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika hal itu terjadi,
makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya
bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu
menyempumakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat sera
memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi.

Bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada teori dan praktik
hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif,
menggunakan cara pandang dukungan dari lembaga legislatif akan memperkuat praktik
sistem presidensial adalah cara pandang yang tidak selalu dapat dibuktikan validitasnya.
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Jamak dipahami, dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif adalah 2 (dua)
lembaga yang terpisah karena secara alamiah mendapatkan mandat secara berbeda dari
pemilih atau berasal dari hasil pemilu yang berbeda. Dalam konteks itu, sekalipun pemilu
anggota legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak, namun sejatinya mandat
rakyat atau mandat pemilih diberikan terpisah kepada kedua lembaga tersebut. Berbeda
dengan sistem presidensial, pemilu dalam sistem parlementer hanya untuk memilih anggota
parlemen. Karena pemilih hanya memilih anggota legislatif atau parlemen, hasil pemilu
anggota parlemen akan menjadi penentu pembentukan kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu,
menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan
wakil presiden (presidential threshold) berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR sejatinya
memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial Indonesia. Apabila
diletakkan dalam salah satu gagasan besar perubahan UUD 1945, yaitu dalam rangka
memurnikan sistem presidensial, cara pandang tersebut adalah tidak sejalan dengan
semangat awal dilakukan perubahan UUD 1945, Paling tidak, semangat tersebut tidak sejalan
dengan tujuan perubahan UUD 1945 yaitu menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara
secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan vana lebih teqas,
sistem saling mengawasi dan saling imbang (checks and balances). Bukan hanya secara teori,
studi perbandinqan (comparative approach) menunjukkan neqara-neqara yana menerapkan
sistem presidensial dengan multipartai seperti Indonesia sama sekali tidak menggunakan
ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden
(presidential threshold). Hal tersebut diperkuat dari hasil studi misalnya, di negara-negara
Amerika Latin yang kebanyakan menganut sistem presidensial dengan model kepartaian
majemuk, tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon
presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Tidak hanya itu, Amerika Serikat sebagai
negara yang kerap menjadi rujukan dan dinilai paling mapan dalam praktik sistem presidensial
tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan
wakil presiden (presidential threshold).

Bahwa keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari
Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Secara tekstual, Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun
1945 memberikan delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya, meskipun
mendapat delegasi, pengaturan yang dibuat berdasarkan delegasi dimaksud harus tetap
tunduk kepada pembatasan yang dikehendaki oleh norma pokok yang memberikan delegasi
kepada undang-undang. Dalam hal ini, apabila ditelusuri risalah pembahasan Pasal 6A UUD
NRI Tahun 1945, pendelegasian dimaksud hanya ditujukan untuk mengatur lebih lanjut hal-
hal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden,
bukan berkaitan dengan persyaratan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil
presiden. Andaipun hendak mengatur persyaratan, substansi pengaturan tersebut tidak boleh
bertentangan dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam
hal ini, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara expressis verbis menyatakan
pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, sepanjang partai politk sudah
dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum pada periode yang bersangkutan atau saat
penyelenggaraan pemilu berlangsung, partai politik dimaksud memiliki hak konstitusional
untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan hal
tersebut, Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun pengusulan pasangan calon presiden dan
wakil presiden merupakan hak partai politik peserta pemilu, karena hak tersebut menyangkut
kepentingan pemenuhan hak konstitusional warga negaral/pemilih (right to vote and right to be
candidate), maka hak konstitusional partai politik peserta pemilu dimaksud sekaligus
mengandung kewajiban untuk dilaksanakan. Terebih secara faktual, setelah 5 (ima) kali
penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004,
sudah cukup bagi Mahkamah untuk tetap menyatakan ambang batas pengusulan pasangan
calon presiden dan wakil presiden (presidential treshold) sebagai kebijakan hukum terbuka
pembentuk undang-undang. Terlebih, terdapat pula fakta lain yang tidak kalah pentingnya,
dalam beberapa pemilu presiden dan wakil presiden terdapat dominasi pantai politik peserta
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pemilu tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang
memadai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena itu, setelah mencermati secara
saksama dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan negara, saat ini merupakan waktu yang
tepat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.

Bahwa menurut Mahkamah telah temyata ambang batas minimal persentase
pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak
politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan
yanq intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga
terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam
putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut
besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim
ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential
threshold) berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal
6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan
ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden
(presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa sekalipun norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan
calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, sebagai negara yang memilih sistem presidensial yang dalam praktik tumbuh dalam
balutan model kepartaian majemuk (multi-party system), tetap harus diperhitungkan potensi
jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik pesera
pemilu. Dalam hal ini, misalnya, jika jumlah panai politik peserta pemilu adalah 30, maka
terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan
partai politik peserta pemilu. Sekalipun dalam putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan
dalam pertimbangan hukum di atas bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil
presiden merupakan hak konstitusional (constitutional right) semua partai politik yang telah
dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat
penyelenggaraan pemilu berlangsung, dalam revisi UU 7/2017, pembentuk undang-undang
dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumiah
yang terlalu banyak sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden
dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekalipun secara konstitusional terdapat
ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi
kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua (second round),
jumiah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin
berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi
presidensial Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang, dalam revisi UU 7/2017,
dapat melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

1) Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan
wakil presiden;

2) Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan
panai politk peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau
perolehan suara sah secara nasional;

3) Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta
pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politk peserta pemilu tersebut tidak
menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan pantai politik sehingga menyebabkan
terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden sera terbatasnya pilihan pemilih;

4) Panai politik peserta pemilu yang tidak mengusukan pasangan calon presiden dan wakil
presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya; dan
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5) Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU 7/2017 melibatkan
partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaran
pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan
prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amaarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Terhadap Putusan Mahkamah a quo, terdapat pendpat berbeda (dissenting opinion)
dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim
Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Berkenaan dengan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian
sebanyak 33 kali, Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pada pokoknya telah
menegaskan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
pengujian norma a quo adalah: (i) panai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu;
dan (i) perseorangan warga yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai
politik atau gabungan partai ik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan
sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik
pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Oleh karenanya, dalam
kesempatan ini, sekali lagi, kami hendak menegaskan sikap dan pendirian sebagai hakim
konstitusi bahwa norma Pasal 222 UU 7/2017 hanya dapat dimohonkan penguijian oleh pihak-
pihak sebagaimana telah disebutkan di atas. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa
Mahkamah seharusnya menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh
karenanya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

10

102




